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Sektor 

3. 4 Perda Provinsni Lampung 

 
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung 

4. 5 Pasal 59 ayat (1) PERDA No. 6 Tahun 2011 

Provinsi Lampung tentang Kapariwisatan 

Pasal 59 ayat (1) Peraturan Daerah No. 6 Tahun 

2011 Provinsi Lampung tentang Kepariwisataan 

5. 6 Pada 1980, International Union for the 

Conservation of Nature (IUCN), United Nations 

Environment Programme (UNEP), dan World 

Wildlife Fund (WWF) mengeluarkan sebuah World 

Conservation Strategy, strategi konservasi dunia, 

untuk mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu: 

Pada 1980, International Union for the 

Conservation of Nature (IUCN), United Nations 

Environment Programme (UNEP), dan World 

Wildlife Fund (WWF) mengeluarkan sebuah World 

Conservation Strategy, strategi konservasi dunia, 

untuk mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu: 

6. 7 Konsep Sustainable Development oleh Burns dan 

Holden disesuaikan guna bidang pariwisata sebagai 

sebuah model yang menyatukan lingkungan fisik 

(place), lingkungan budaya (host community) dan 

wisatawan (visitor). Adapun prinsip-prinsip yang 

menjadi acuan dalam Sustainable Tourism Development 

ini menurut Burns dan Holden terdiri dari: 

Konsep Sustainable Development oleh Burns dan 

Holden disesuaikan guna bidang pariwisata sebagai 

sebuah model yang menyatukan lingkungan fisik 

(place), lingkungan budaya (host community) dan 

wisatawan (visitor). Adapun prinsip-prinsip yang 

menjadi acuan dalam Sustainable Tourism Development 

ini menurut Burns dan Holden terdiri dari: 

7. 13 Penegakan hukum pandemi covid-19 di Provinsi 

Lampung menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 

2016 tentang Kekarantinaan Kesehatan 

Penegakan hukum pandemi covid-19 (corona virus 

disease-19) di Provinsi Lampung menggunakan Undang-

Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan 

8. 14 Misalnya dalam perkara WES, wakil ketua DPRD Tegal 

yang dipidana 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 

tahun dan denda Rp50 juta melanggar UU No. 8 Tahun 

2016 (Berikan penjelasan keterangan pasal berapa), 

Misalnya dalam perkara WES, wakil ketua DPRD Tegal 

yang dipidana 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 

tahun dan denda Rp50 juta melanggar Pasal 93 UU No. 

8 Tahun 2016, karena mengadakan pesta pernikahan 



karena mengadakan pesta pernikahan anaknya dengan 

menggelar konser dangdutan di tengah pandemi covid-

19 

anaknya dengan menggelar konser dangdutan di tengah 

pandemi covid-19 

9. 22 Oleh karena itu Romli Atmasasmita berpendapat bahwa 

tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan 

perdamaian (peace) dan mendapatkan kemanfaatan 

(utility) bagi pihak pihak yang berseteru dan juga 

masyarakat sekitar sebagai tujuan utama (ultimate 

goals), sedangkan ketertiban, kepastian, dan keadilan 

sebagai tujuan sekunder/alternatif (secondary goals).  

Oleh karena itu Romli Atmasasmita berpendapat bahwa 

tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan 

perdamaian (peace) dan mendapatkan kemanfaatan 

(utility) bagi pihak pihak yang berseteru dan juga 

masyarakat sekitar sebagai tujuan utama (ultimate 

goals), sedangkan ketertiban, kepastian, dan keadilan 

sebagai tujuan sekunder/alternatif (secondary goals). 

10. 32 Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan 

Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19). 

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 

2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan 

Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

11. 35 Selain menerapkan beberapa aturan untuk menangani 

kasus COVID19 di Kota Bandar Lampung, pemerintah 

Kota Bandar Lampung juga mengadopsi Peraturan 

Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

AKB. Aturan AKB ini memuat adanya pemberian sanksi 

administratif bagi pelanggar protokol kesehatan. 

Selain menerapkan beberapa aturan untuk menangani 

kasus COVID19 di Kota Bandar Lampung, pemerintah 

Kota Bandar Lampung juga mengadopsi Peraturan 

Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Adaptasi Kebiasan Baru (AKB). Aturan AKB ini 

memuat adanya pemberian sanksi administratif bagi 

pelanggar protokol kesehatan. 

12. 49 Penerapan sanksi dilakukan sebagai jalan terakhir (lost 

resort) jika pranata lainnya seperti sosialisasi, 

penyuluhan atau penggunaan metode persuasif lainnya 

tidak berjalan. 

Penerapan sanksi dilakukan sebagai jalan terakhir (lost 

resort) jika pranata lainnya seperti sosialisasi, 

penyuluhan atau penggunaan metode persuasif lainnya 

tidak berjalan.  

13. 51 Kesehatan sebagai hak mendasar dipertegas dalam status 

hukum internasionalnya sebagai salah satu bagian yang 

termuat dalam UDHR. 

Kesehatan sebagai hak mendasar dipertegas dalam status 

hukum internasionalnya sebagai salah satu bagian yang 

termuat dalam Universal Declaration Independent of 

Human Right (UDHR). 

14. 56 Kewajiban melakukan vaksinasi dimasa pandemi Covid-

19 memiliki landasan kuat untuk diberlakukan guna 

menjamin kesehatan publik (publik health). 

Kewajiban melakukan vaksinasi dimasa pandemi Covid-

19 memiliki landasan kuat untuk diberlakukan guna 

menjamin kesehatan publik (publik health). 

15. 61 Selain itu, pelanggar protokol kesehatan pencegahan 

Covid-19 dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang 

Selain itu, pelanggar protokol kesehatan pencegahan 

Covid-19 dapat dipidana berdasarkan Pasal 14 Undang-



Nomor 4 Tahun 1984 (berikan keterangan pasal) tentang 

Wabah Penyakit Menular, yang diancam dengan pidana 

penjara paling 

Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 

Menular, yang diancam dengan pidana penjara paling  

16. 67 Pada akhir Maret 2020 Indonesia mulai mengalami masa 

sulit sejak ditandai dengan datangnya wabah virus 

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang dibawa oleh 

dua warga negara asing yang tiba di bandara Soekarno-

Hatta 

Pada akhir Maret 2020 Indonesia mulai mengalami masa 

sulit sejak ditandai dengan datangnya wabah virus 

Covid-19 yang dibawa oleh dua warga negara asing 

yang tiba di bandara Soekarno-Hatta 

17 72 Kepres Nomor 12 Tahun 2020 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 

18 80 Pengakuan Indonesia sebagai negara hukum diuji ketika 

munculnya wabah virus corona. Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) yang ditetapkan world healt 

organization (WHO) sebagai pandemi global pada 11 

maret 2020, menjadikan negara-negara yang responsif 

dan tanggap menanggulanginya. Data WHO pada 10 

Agustus 2020 menunjukkan ada 203.295.170 orang 

terkonfirmasi positif tertular, 4.303.515 meninggal dunia 

dan 216 negara tertular
4
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Pengakuan Indonesia sebagai negara hukum diuji ketika 

munculnya wabah virus corona. Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) yang ditetapkan world healt 

organization (WHO) sebagai pandemi global pada 11 

maret 2020, menjadikan negara-negara yang responsif 

dan tanggap menanggulanginya. Data WHO pada 10 

Agustus 2020 menunjukkan ada 203.295.170 orang 

terkonfirmasi positif tertular, 4.303.515 meninggal dunia 

dan 216 negara tertular.
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19 94 1. Harta bersama yang diatur dalam KHI 1. . Harta Bersama yang Diatur Dalam KHI 

20 103 2). Perlakuan perpajakan dalam kegiatan PMSE 2). Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik (PMSE); 
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